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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya
manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap efektivitas Probity
Audit di lingkungan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu,
penelitian ini juga mengkaji peran APIP dalam mendukung pelaksanaan Probity
Audit sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan inferensial untuk menguji
hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
sumber daya manusia APIP berpengaruh positif terhadap efektivitas Probity Audit.
Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman, serta sikap profesional
auditor internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan
audit. Selain itu, peran APIP sebagai institusi pengawasan internal juga memberikan
kontribusi signifikan terhadap efektivitas Probity Audit, terutama dalam hal
penerapan audit berbasis risiko, dukungan pimpinan, serta sistem monitoring yang
terstruktur. Secara simultan, kualitas sumber daya manusia APIP dan peran APIP
berpengaruh terhadap efektivitas Probity Audit. Efektivitas tersebut tercermin dari
meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, membaiknya
kualitas rekomendasi audit, serta meningkatnya fungsi pengawasan sebagai sistem
peringatan dini dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Kata kunci: Kualitas SDM APIP, Probity Audit, Efektivitas Audit, Pengawasan
Intern, Tata Kelola Pemerintahan
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Abstract

This study aims to analyze the influence of the quality of human resources of
Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the effectiveness of Probity
Audit within local governments in South Sulawesi Province. In addition, this study
examines the role of APIP in supporting the implementation of Probity Audit as part
of efforts to enhance good governance. This research employs a quantitative
approach with data collected through kuesioners distributed to internal auditors
within local government institutions. The data analysis is conducted using
descriptive and inferential methods to examine the relationships among the research
variables. The results indicate that the quality of APIP human resources has a
positive influence on the effectiveness of Probity Audit. This finding implies that the
competence, experience, and professional attitude of internal auditors play a crucial
role in improving audit performance. Furthermore, the role of APIP as an internal
supervisory institution significantly contributes to the effectiveness of Probity Audit,
particularly in the application of risk-based auditing, leadership support, and
structured monitoring systems. Simultaneously, the quality of human resources and
the role of APIP influence the effectiveness of Probity Audit. This effectiveness is
reflected in improved compliance with procurement regulations, enhanced quality of
audit recommendations, and strengthened supervisory functions as an early warning
system to prevent irregularities.

Keywords: APIP Human Resources, Probity Audit, Audit Effectiveness, Internal
Supervision, Good Governance

PENDAHULUAN

Pada tingkat global, audit internal telah mengalami transformasi fundamental
yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Peran audit telah bergeser secara
revolusioner dari fungsi tradisional yang berbasis kepatuhan (compliance-based
audit) dan berorientasi pada pengendalian murni (purely control-oriented), menuju
fungsi audit strategis (strategic audit function) yang mengintegrasikan tata kelola
(governance), manajemen risiko (risk management), serta ketahanan organisasi
(organizational resilience). Perkembangan makro ini dipicu oleh meningkatnya
kompleksitas arsitektur organisasi modern, percepatan transformasi digital yang
masif, serta eskalasi tuntutan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan
akuntabilitas finansial. Sebuah penelitian sistematis yang melibatkan 116 studi peer-
reviewed antara tahun 2019 dan 2025 menegaskan bahwa peran audit internal di era
digital telah berkembang pesat melalui integrasi kecerdasan buatan (artificial
intelligence), analitik data (data analytics), dan praktik keamanan siber
(cybersecurity practices) sebagai komponen integral dari proses audit kontemporer.

Sejalan dengan dinamika tersebut, tata kelola sektor publik juga menuntut
perubahan paradigma pengawasan dari sekadar audit kepatuhan menuju audit
kinerja (performance-based audit) dan Probity Audit. Konvergensi ini menuntut
peningkatan kompetensi yang jauh lebih komprehensif dari para aparatur pemeriksa
di seluruh dunia. Auditor kontemporer kini diwajibkan memiliki kapasitas analitis
mendalam untuk mengidentifikasi risiko operasional yang kompleks, pemahaman
manajemen risiko yang solid untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal,
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kapabilitas untuk menilai efektivitas program terhadap pencapaian tujuan strategis,
serta penguasaan teknologi informasi yang memadai. Lebih lanjut, kompetensi
digital auditor termasuk pemanfaatan machine learning dan perangkat lunak audit
mutakhir telah menjadi determinan utama dalam menentukan efektivitas audit
modern, bukan lagi sekadar kompetensi pelengkap yang bersifat opsional.

Bukti empiris yang kuat dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa
negara-negara dengan investasi besar dan konsisten pada kapasitas sumber daya
manusia auditor publik terbukti memiliki efektivitas audit yang jauh lebih tinggi.
Dampak langsung dari penguatan kapasitas ini adalah meningkatnya kualitas tata
kelola sektor publik serta menurunnya risiko korupsi dan tindakan kecurangan
(fraud) secara signifikan. Sebagai contoh, studi empiris komparatif di berbagai
negara Afrika membuktikan bahwa mutu audit internal dan mekanisme tata kelola
korporat merupakan penggerak kritis (critical drivers) terhadap kinerja organisasi
publik, di mana aspek pengalaman audit (audit experience) dan kehadiran audit
(internal audit presence) secara signifikan memengaruhi pencapaian tujuan strategis
organisasi serta keberlanjutan.

Penelitian longitudinal internasional yang melibatkan berbagai negara
berkembang dan maju juga berhasil mengidentifikasi delapan faktor kunci penentu
efektivitas audit internal, yaitu manajemen risiko, ukuran audit internal, kompetensi,
dukungan manajemen, kerja sama audit eksternal, kerja sama komite audit, proses
tindak lanjut, dan lingkungan pengendalian. Dari kedelapan faktor tersebut,
kompetensi sumber daya manusia terbukti menjadi salah satu prediktor yang paling
signifikan terhadap efektivitas audit. Namun demikian, implementasi transformasi
digital dalam dunia audit global bukan tanpa hambatan. Organisasi audit di
berbagai negara dihadapkan pada tantangan besar, seperti kebutuhan mendesak
akan pelatihan sumber daya manusia yang komprehensif, lambatnya adaptasi
standar regulasi dalam mengikuti deru inovasi teknologi, meningkatnya risiko
ancaman siber, serta tingginya biaya investasi teknologi. Meskipun demikian,
organisasi yang berhasil memitigasi hambatan tersebut dan mengintegrasikan
teknologi secara penuh ke dalam proses pemeriksaan terbukti mampu menghasilkan
kualitas audit yang superior, efisiensi operasional yang lebih baik, serta memberikan
dampak positif bagi peningkatan kualitas tata kelola secara makro.

Memasuki konteks nasional di Indonesia, rangkaian penelitian sistematis yang
dilakukan selama beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa
kualitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
merupakan prediktor utama dalam menentukan efektivitas audit internal
pemerintah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia APIP secara empiris
berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat korupsi di lingkungan
pemerintah daerah. Sebagai contoh, studi terhadap 39 Inspektorat Daerah di
Indonesia menemukan bahwa keandalan sistem pengendalian internal dan adanya
dukungan manajemen dari pimpinan tertinggi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas audit internal organisasi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh
studi komparatif yang mengonfirmasi bahwa pilar integritas, independensi,
objektivitas, dan kompetensi auditor APIP secara langsung memengaruhi kualitas
audit serta kinerja pengawasan secara keseluruhan. Hubungan linier ini juga
terpotret dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM), di mana
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peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam aspek kompetensi,
pengetahuan, keahlian teknik audit, kualitas komunikasi, dan pemahaman
organisasi terbukti mempercepat efektivitas audit secara signifikan.

Meskipun demikian, peta jalan penelitian kualitas audit di Indonesia hingga
tahun 2025 mencatat adanya ketimpangan fokus akademis. Mayoritas studi empiris
masih didominasi oleh pengujian variabel independensi auditor, rotasi audit, masa
jabatan audit, dan imbalan audit, dengan konsep manajemen laba sebagai variabel
konsekuensial utamanya. Sebaliknya, fokus spesifik pada sektor pemerintahan dan
dimensi efektivitas audit jangka panjang masih sangat terbatas. Padahal, kualitas
sumber daya manusia APIP memiliki dimensi multidimensional yang luas dan
saling memperkuat. Dimensi tersebut mencakup kompetensi teknis audit berupa
pengetahuan mendalam mengenai standar audit serta penguasaan teknik analitik
data modern, integritas dan etika profesional sebagai fondasi utama untuk menjaga
objektivitas dan kepercayaan publik, pengalaman kerja dan pembelajaran
berkelanjutan melalui program pelatihan formal maupun informal, kemampuan
komunikasi interpersonal untuk memfasilitasi koordinasi dan penyampaian
rekomendasi yang implementatif, serta pemahaman mendalam terhadap konteks
pemerintahan daerah termasuk struktur organisasi, budaya kerja, dan dinamika
politik lokal.

Di era kontemporer ini, penggabungan kelima dimensi tersebut dengan
kompetensi digital menjadi semakin krusial. Sayangnya, masih banyak APIP di
berbagai daerah Indonesia yang belum mengintegrasikan aspek literasi digital ke
dalam program pengembangan sumber daya manusia mereka. Ketertinggalan ini
menjadi tantangan tersendiri, mengingat hasil penelitian terdahulu berhasil
membuktikan bahwa teknologi informasi bertindak sebagai variabel moderasi yang
memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, auditor dengan kompetensi digital
yang tinggi jauh lebih adaptif dalam menghasilkan audit yang efektif serta
melahirkan rekomendasi yang berbasis data (data-driven).

Fenomena ini menjadi sangat relevan jika ditarik ke tingkat regional, di mana
pelaksanaan Probity Audit oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di lingkungan pemerintah daerah
menghadapi tantangan unik yang menuntut penanganan sistematis. Sebagai salah
satu provinsi dengan dinamika tata kelola pemerintahan yang kompleks di
Indonesia Timur, Sulawesi Selatan membutuhkan sistem pengawasan internal yang
kuat (robust) dan responsif. Kompleksitas ini bersumber dari beragamnya program
pembangunan lintas sektor, tingginya pengaruh lingkungan politik lokal terhadap
keputusan organisasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap
transparansi pengelolaan keuangan publik. Sebagai instansi pembina dan pengawas,
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan mengemban tanggung jawab besar untuk
mengawal berbagai unit kerja pemerintah daerah termasuk Inspektorat di tingkat
kabupaten dan kota. Tugas ini menuntut kapasitas sumber daya manusia auditor
yang andal agar mampu menghadapi variasi risiko audit, kerumitan operasional
birokrasi, serta perubahan regulasi yang dinamis.
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METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain
explanatory research, sesuai praktik penelitian audit sektor publik modern (Al-
Omoush et al.,, 2025). Pendekatan ini memungkinkan pengujian hipotesis kausal
antara konstruk kualitas SDM APIP dan efektivitas Probity Audit melalui analisis
statistik inferensial (Demirkol & Ozkan, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Parsial Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia APIP terhadap

Efektivitas Probity Audit

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas sumber daya
manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (X1) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas probity audit (Y). Temuan ini
memberikan implikasi teoretis dan praktis yang sangat penting dalam lanskap
pengawasan sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Secara
empiris, hasil ini menandakan bahwa kualitas individu auditor —yang tecermin dari
tingkat pendidikan, sertifikasi, maupun keahlian personal —belum menjadi
determinan utama yang secara mandiri mampu menggerakkan tingkat keberhasilan
pelaksanaan probity audit di lapangan.

Secara konseptual, fenomena ketidaksignifikanan ini tidak sejalan dengan
asumsi dasar Human Capital Theory yang dipelopori oleh Becker (1993). Teori
modal manusia tersebut menggarisbawahi bahwa investasi sistematis pada kualitas
SDM melalui jalur pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan akumulasi pengalaman
kerja akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas serta performa kerja
individu. Dalam ranah auditing, kerangka berpikir ini berasumsi bahwa auditor
yang dibekali kompetensi superior secara otomatis akan menghasilkan produk audit
yang jauh lebih berkualitas dan efektif. Namun, keunikan tata kelola sektor publik
yang kaku membuat hubungan linier ini tidak terjadi secara mutlak, sehingga hasil
penelitian ini justru lebih tepat dieksplorasi menggunakan pendekatan Contingency
Theory. Teori kontinjensi menegaskan bahwa efektivitas suatu organisasi sangat
bergantung pada keselarasan dan interaksi dinamis antara berbagai faktor eksternal
maupun internal, seperti struktur kelembagaan, kompleksitas lingkungan, dan
sistem kerja yang diterapkan. Pada organisasi birokrasi pemerintahan, performa
akhir tidak lagi ditentukan oleh kapasitas individu secara terisolasi, melainkan oleh
sejauh mana ekosistem sistemik di sekitarnya mampu mendukung dan memfasilitasi
aktualisasi kemampuan individu tersebut.

Ketidakselarasan dengan teori modal manusia ini juga dapat dipahami melalui
lensa Institutional Theory dari Scott (2014), yang menekankan bahwa perilaku
organisasi dan aktor di dalamnya sangat dikendalikan oleh tekanan regulatif,
normatif, dan kultural yang kuat. Mengingat auditor APIP beroperasi dalam koridor
hukum dan regulasi yang sangat ketat, ruang diskresi atau kebebasan mengambil
keputusan secara personal menjadi sangat terbatas. Akibatnya, tingginya kualitas
objektif dari seorang auditor sering kali tersaring oleh rigiditas birokrasi, sehingga
kapasitas individu tersebut tidak selalu tecermin secara langsung dalam output
efektivitas audit. Temuan ini didukung oleh kajian terdahulu dari Cohen dan Sayag
(2010) yang menemukan bahwa efektivitas fungsi audit internal lebih banyak didikte
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oleh faktor-faktor organisasional alih-alih karakteristik personal auditornya. Poin ini
diperkuat oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yang menunjukkan bahwa dimensi
dukungan manajemen, tingkat independensi, dan kualitas sistem pengendalian
internal memiliki daya pengaruh yang jauh lebih superior dibandingkan kompetensi
individu. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Endaya dan Hanefah (2013) bahwa
sekaya apa pun kompetensi yang dimiliki seorang auditor, kontribusi tersebut akan
tetap berada pada level suboptimal apabila tidak diwadahi oleh sistem organisasi
yang memadai.

Secara kontekstual di lingkungan pemerintah daerah, ketidaksignifikanan pengaruh
kualitas SDM ini dipicu oleh beberapa realitas riil di lapangan. Faktor pertama adalah adanya
homogenitas kompetensi yang tinggi di antara para auditor, di mana pola rekrutmen,
standardisasi diklat, dan kurikulum pelatihan kedinasan yang seragam membuat variasi
kualitas antar-individu menjadi sangat tipis, sehingga sulit untuk memunculkan perbedaan
dampak yang signifikan secara statistik. Faktor kedua adalah dominasi regulasi dan prosedur
operasional baku (SOP) yang sangat ketat dalam pelaksanaan probity audit, yang secara tidak
langsung mengunci ruang inovasi dan membatasi diferensiasi performa individu. Faktor
ketiga berkaitan dengan keterbatasan independensi auditor dalam struktur birokrasi lokal, di
mana tekanan struktural dari pihak eksekutif daerah kerap kali menekan objektivitas auditor,
sehingga kompetensi tinggi yang dimiliki tidak dapat diaktualisasikan secara penuh. Faktor
terakhir adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data analytics dalam
proses pemeriksaan, yang menyebabkan potensi analisis mendalam dari auditor berkualitas
tinggi tidak dapat tersalurkan secara maksimal. Dengan demikian, kualitas SDM dalam
konteks ini bertindak sebagai kondisi yang diperlukan (necessary condition), namun belum
menjadi kondisi yang cukup (not sufficient condition) untuk menaikkan efektivitas probity
audit tanpa adanya reformasi pada aspek kelembagaan.

2. Analisis Parsial Pengaruh Faktor Kelembagaan APIP terhadap Efektivitas

Probity Audit

Berbeda dengan variabel individu, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan
bahwa faktor kelembagaan dan pengawasan APIP (X2) memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap efektivitas probity audit (Y). Hasil ini menegaskan sebuah
postulat penting bahwa dalam ekosistem pemerintahan lokal, kekuatan sistem dan
struktur organisasi memiliki peran yang jauh lebih dominan dan menentukan
keberhasilan misi pengawasan dibandingkan dengan faktor personalia. Ketika
institusi APIP memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh, proses pengawalan
terhadap akuntabilitas keuangan dan operasional daerah dapat berjalan secara
optimal dan terarah.

Temuan empiris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip utama dalam
Institutional Theory (Scott, 2014) yang menyatakan bahwa organisasi yang
dipersenjatai dengan struktur yang mapan, kepatuhan regulasi yang konsisten, dan
sistem operasional yang kuat akan secara konsisten menghasilkan kinerja yang lebih
superior. Kehadiran instrumen kelembagaan seperti pedoman audit yang
komprehensif, keandalan sistem pengendalian internal, serta mekanisme
pengawasan yang terstruktur bertindak sebagai pemandu utama yang
meminimalkan deviasi dalam pelaksanaan probity audit. Kerangka ini juga
memvalidasi pandangan dari The Institute of Internal Auditors (IIA, 2017) yang
menyatakan bahwa efektivitas audit internal bertumpu pada pilar kelembagaan
yang meliputi tingkat independensi organisasi, kualitas proses kerja, manajemen
mutu, serta kekuatan dukungan dari pimpinan puncak. Hal ini membuktikan bahwa
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keberhasilan sebuah program evaluasi merupakan produk dari sistem organisasi
yang sehat secara holistik.

Secara akademis, temuan ini memperkuat jajaran studi empiris terdahulu yang
menempatkan organisasi sebagai variabel kunci. Alzeban (2015) dalam penelitiannya
menemukan bahwa dukungan konkret dari pihak manajemen puncak merupakan
motor penggerak utama yang menentukan efektivitas pengawasan internal. Di saat
yang sama, riset dari Cohen dan Sayag (2010) serta Endaya dan Hanefah (2013)
secara konsisten menunjukkan bahwa struktur organisasi audit internal yang kuat
dan mandiri secara langsung akan mengeskalasi mutu serta dampak dari
rekomendasi audit yang dihasilkan. Konteks ini menegaskan bahwa kekuatan
institusional memiliki daya dorong yang lebih stabil dan dapat diprediksi dalam
lingkungan sektor publik.

Pada lokus penelitian ini, besarnya pengaruh positif APIP didorong oleh
kehadiran beberapa kondisi faktual yang berjalan dengan baik di dalam organisasi.
Kondisi tersebut meliputi ketersediaan pedoman pelaksanaan probity audit yang
jelas dan aplikatif, penerapan metodologi audit berbasis risiko (risk-based audit) yang
tepat sasaran, adanya komitmen serta dukungan politik yang kuat dari pimpinan
daerah, serta berjalannya sistem pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
yang terstruktur dengan ketat. Kehadiran aspek-aspek kelembagaan ini memastikan
bahwa seluruh rangkaian probity audit dapat dieksekusi secara objektif dan
sistematis. Implikasinya, tata kelola kelembagaan APIP yang prima mampu
menjamin tercapainya efektivitas audit secara optimal, bahkan tanpa harus
bergantung penuh pada keunggulan kompetensi auditor secara individual.
Reformasi kebijakan pengawasan internal di masa depan oleh karena itu sebaiknya
memprioritaskan pembenahan sistem dan tata kelola organisasi sebagai agenda
utama.

3. Analisis Simultan Faktor Individu dan Kelembagaan terhadap Efektivitas

Probity Audit

Pada pengujian hipotesis terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
SDM APIP (X1) dan faktor kelembagaan APIP (X2) secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap efektivitas probity audit (Y). Munculnya signifikansi
secara kolektif ini mengindikasikan adanya hubungan sinergis, mutualisme, dan
komplementer antara aspek kapasitas individu dengan keandalan sistem organisasi.
Meskipun kualitas SDM secara parsial tidak memperlihatkan dampak yang
signifikan karena terkendala oleh keterbatasan ruang gerak birokrasi, variabel ini
akan bertransformasi menjadi kekuatan yang nyata ketika diintegrasikan ke dalam
ekosistem kelembagaan yang sehat dan suportif.

Jika dianalisis menggunakan Contingency Theory, efektivitas organisasi dinilai
sebagai produk akhir dari kesesuaian dan keharmonisan di antara berbagai elemen
internal perusahaan. Kompetensi auditor yang tinggi memerlukan saluran
operasional yang terstandarisasi, sementara sistem pengawasan yang canggih juga
membutuhkan operator yang memiliki nalar analitis yang tajam agar instrumen
tersebut dapat berfungsi dengan baik. Keterkaitan ini menegaskan bahwa kedua
variabel tidak dapat dipisahkan atau saling menggantikan (substitutif), melainkan
harus hadir bersamaan sebagai elemen yang saling melengkapi (komplementer),

473 | J.SSE [2026], Vol 5 (3), ISSN (online) : 2829-9434



Determinasi Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Terhadap
Efektivitas Probity Audit: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan

sebuah pandangan yang sejalan dengan standar global yang dirilis oleh IIA (2017)
mengenai potret ideal unit audit internal yang efektif.

Secara kontekstual, integrasi yang harmonis antara kompetensi auditor dan
sistem pengawasan APIP di lapangan terbukti mampu mengakselerasi efektivitas
probity audit pada beberapa ranah krusial. Sinergi ini berdampak langsung pada
peningkatan kepatuhan instansi pemerintah terhadap regulasi yang berlaku,
peningkatan kualitas dan ketepatan rekomendasi perbaikan yang tertuang dalam
laporan hasil audit, serta penguatan fungsi pencegahan dini (early warning system)
terhadap potensi fraud dalam pengadaan barang dan jasa.

Sebagai kesimpulan akhir, implikasi dari temuan simultan ini menunjukkan
bahwa upaya peningkatan efektivitas probity audit tidak dapat dilakukan secara
parsial atau setengah-setengah dengan hanya berfokus pada salah satu dimensi saja.
Intervensi kebijakan yang ideal harus menyentuh kedua aspek secara seimbang
melalui pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital dan teknis auditor,
yang dibarengi dengan penguatan independensi serta simplifikasi prosedur
kelembagaan APIP. Bagaimanapun juga, dalam karakteristik sektor publik yang
kaku, sistem dan tata kelola kelembagaan tetap memegang mandat sebagai dirigen
utama yang mengarahkan, membatasi, sekaligus memaksimalkan kontribusi nyata
dari modal manusia yang dimiliki organisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh
kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dan peran APIP terhadap efektivitas Probity Audit pada pemerintah daerah se-
Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) APIP tidak berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas Probity Audit.

2. Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Probity
Audit.

3. Kualitas SDM APIP dan peran APIP secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas Probity Audit.
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